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PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Rmb
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7406046302860002, tempat tanggal lahir Saeyo, 23
Februari 1986 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Kabupaten

Bombana., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat tanggal lahir di Kendari 29 Desember 1981
(41tahun), agama Islam, pendidikan S!, pekerjaan karyawan
swasta di tambang, tempat kediaman Dahulu bertempat
tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia
Kabupaten Bombana sekarang tidak diketahui alamatnya
yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia,
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

dipersidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register
perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Rmb tanggal 3 Mei 2023, dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Oleo berdasarkan Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor: 032/03/08/2010 tanggal 19 Agustus 2010 karena itu
antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai
suami-isteri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di
rumah Bersama yang terletak di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia
Kabupaten Bombana;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama:

- 1. Adiva takkiyan Rizky usia 12 tahun
- 2. Afika Mustafa usia 11 tahun

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat
dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak
bulan Juni tahun 2016 Tergugat izin mencari kerja ke kota Kendari namun
masih dapat berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai tahun
2018

5. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak pernah
ada kabar, sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak pernah
lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain
menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-
teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis
keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini diketahui alamatnya yang
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
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7. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga
mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya
Tergugat akan tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat
tidak pernah kembali menemui Penggugat.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia
memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan

putusan yang amarnya sebagai berikut:_

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari melalui RRI Regional
Kendari, berdasarkan relaas panggilannya yang telah dibacakan di dalam
sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah;
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Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi
sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.
Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin
mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat
agar tetap bersabar dan berusaha mencarikan jalan keluar secara
kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/03/08/2010 tanggal 19
Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mata Oleo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kami
bertetangga;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kediaman bersama di Kelurahan Kasipute, Kecamatan
Rumbia, Kabupaten Buton;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang berada dalam pengasuhan Penggugat;
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- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan
Penggugat;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun
2016;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mencari pekerjaan di kota
Kendari;

- Bahwa Sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama,
Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang:

- Bahwa sampai tahun 2018, Tergugat masih berkomunikasi dengan
anaknya, namun setelah tahun 2018 Tergugat tidak ada lagi kabar dan
tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya di
wilayah NKRI;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kediaman bersama di Kelurahan Kasipute, Kecamatan
Rumbia, Kabupaten Buton;

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan
Penggugat:

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lama kurang lebih
10 tahun;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mencari pekerjaan di kota
Kendari;

- Bahwa Sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama,

Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
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- Bahwa sampai tahun 2018, Tergugat masih berkomunikasi dengan
anaknya, namun setelah tahun 2018 Tergugat tidak ada lagi kabar dan
tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya di
wilayah NKRI;

- Bahwa Keluarga Penggugat tidak ada yang mencari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata
tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh
karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan
sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang
prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya
dengan  sungguh-sungguh  mendamaikan = Penggugat dengan cara
menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan

Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
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rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal
154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat awalnya dengan seizin Penggugat untuk
bekerja di Kendari namun sejak tahun 2018 Tergugat tidak pernah pulang dan
tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat, sampai dengan diajukannya
gugatan ini Tergugat tidak ada lagi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah dan
tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada salah satu
pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan
bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasa yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuannya; sehingga gugatan Penggugat dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalii Penggugat karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 22 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 22 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang
pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang
berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraiannya dimaksud
Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah
dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpabh,
sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan
Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut
berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah
memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1)
R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Kendari namun sejak tahun
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2018 tidak ada komunikasi dan kabar dari Tergugat sampai sekarang tidak
pernah kembali, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan
pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi
maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 sehingga terbukti Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi
Penggugat, tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nakfah untuk Penggugat
dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula
keterangan yang saling bersesuaian bahwa keluarga Penggugat telah berupaya
untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan
tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun
2018 sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak ada komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian
rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga
sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat ar-Rum (30) ayat 21 sangat sulit
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untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang telah mencapai 5
(lima) tahun lamanya, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga
sudah pecah (broken down marriage) dan hati mereka tidak mungkin disatukan
lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut
justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh
karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan
saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta
dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh
karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat
dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah
fighiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

Alaoll cl> e pasio swwlaoll s,

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997
yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah
lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga
telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
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Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Rumbia adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim
berpendapat bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Rumbia adalah talak satu ba'in shughra, yang dinilai lebih adil dan sesui horma
hukum serta masih sehaluan dengan inti petitum primer. Keputusan tersebut
diambil berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971
tanggal 12 Agustus 1972 yang abstrak hukumnya mengemukakan keputusan
yang didasarkan pada petitum subsider atau permohonan mengadili menurut
kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan jika yang demikian lebih diperoleh
suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih serasi
dengan inti petitum primer;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 12 September 2023 M,
bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Kamariah Sunusi,
S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.l., M.H. dan Nely Sama
Kamalia, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu
oleh Rizky Febriana AL, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ulfi Azizah, S.H.l., M.H Nely Sama Kamalia, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Rizky Febriana AL, S.H.
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Perincian Biaya :
1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

2. Biaya Proses Rp50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp490.000,00

4. Biaya PNBP Rp10.000, 00
Panggilan

5. Redaksi Rp10.000,00

6. Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)
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